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P U T U S A N 
Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara 

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara gugatan antara: 

  Thio Lenta Maria Sihotang, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi RT. 360 

No. 06, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan 

Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan 

Timur. Selanjutnya disebut sebagai  Penggugat ;  

 

Lawan: 

 

  Daniel Ramos Simanjuntak, bertempat tinggal di Jl. Bukit Pelajar No. 66  

RT. 039, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan 

Balikpapan Barat, Kota balikpapan, Kalimantan Timur. 

Selanjutnya disebut sebagai  Tergugat ;  

  

Pengadilan Negeri tersebut; 

 Setelah membaca berkas perkara; 

Setelah mendengar Penggugat;  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 

September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Balikpapan pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 

241/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah 

melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada 

tanggal 05 Februari 2022 di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit 

Zaitun Baru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 

049/SPN/GPSI-BZB/I/2022 tanggal 05 Februari 2022 

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak 

dikaruniai  anak 

3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 

dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami 

istri pada umumnya, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:  

 Pada Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia 

mempunyai utang senilai +- Rp 130.000.000,-  dimana utang 

tersebut ada di bank. Lalu dibulan November tergugat mengatakan 

Pdt.I.C.3 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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lagi kalau utang-utangnya mencapai +- Rp 800.000.000. Utang 

tersebut ada dikarenakan tergugat main trading tanpa 

sepengetahuan penggugat. 

 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dikarenakan 

harus mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 7.800.000,- 

dan mencicil ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada 

dibank,pinjaman online,saudara,serta keteman nya . 

 Sejak tergugat memberitahu mengenai utang tersebut, penggugat 

jadi sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus dirawat di 

rumah sakit karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta 

selalu terbayang akan utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali 

dirawat di rumah sakit sejak kejadian tersebut.  

 Pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua dan telah 

pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini . 

 Antara penggugat dan tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga 

telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan 

buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk 

rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan 

gugatan cerai terhadap Tergugat; 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada 

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang 

akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan 

Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada 

tanggal 05 Februari 2022 bertempat di Gereja Pantekosta Serikat 

Indonesia Bukit Zaitun Baru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 

Nomor 049/SPN/GPSI-BZB/I/2022  tanggal 05 Februari 2022 , sah putus 

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; 

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan 

mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang 

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Balikpapan, selanjutnya agar 

dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu; 

4. Menetapkan biaya menurut hukum; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan  Penggugat 

telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang 

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, 

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2023, 

tanggal 6 Oktober 2023, dan tanggal 13 Oktober 2023 telah dipanggil dengan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh 

sesuatu halangan yang sah;  

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan 

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat 

mengajukan bukti surat-surat : 

1. Fotokopy KTP nomor 6471046806930001 atas nama Thio Lenta Maria 

Sihotang; 

2. Fotokopy KTP nomor 6471022710930002 atas nama Daniel Ramos 

Simanjuntak; 

3. Fotokopiy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah nomor 

049/SPPN/GPSI/BZB/1/2022 antara Daniel Ramos Simanjuntak dengan 

Thio Lenta Maria Sihotang; 

4. Fotokopy Akta Perkawinan nomor 6471-KW-11022022-0002 antara Daniel 

Ramos Simanjuntak dengan Thio Lenta Maria Sihotang; 

5. Fotokopy Akta Perkawinan nomor 6471-KW-11022022-0002 antara Daniel 

Ramos Simanjuntak dengan Thio Lenta Maria Sihotang; 

6. Fotokopy Kartu Keluarga nomor 6471021602220001 ; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 

saksi-saksi dipersidangan yang telah diambil janjinya, yang bernama saksi 

1.Rooslide Tobing dan saksi 2.Nilam Sari; 

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu 

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal 

yang diajukan lagi dan mohon putusan; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya agar 

perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 

05 Februari 2022 bertempat di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun 

Baru Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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049/SPN/GPSI-BZB/I/2022  tanggal 05 Februari 2022  putus karena perceraian 

dengan segala akibat hukumnya ; 

Menimbang, bahwa setiap perkawinan yang dilakukan adalah sah 

menurut hukum, bila perkawinan tersebut didaftarkan dengan Pegawai Pencatat 

Nikah atau Kantor Catatan Sipil ; 

Menimbang, bahwa perkawinan Pengggugat dan Tergugat telah di 

daftar di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan (Bukti P-4) ; 

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; 

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan 

rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui 

jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan  rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, 

maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap 

Tergugat ; 

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat 

berjalan dengan rukun dan damai   serta harmonis sebagaimana layaknya suami 

istri pada umumnya, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai 

tidak harmonis karena masalah antara lain:  

 Pada Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia mempunyai 

utang senilai +- Rp 130.000.000,-  dimana utang tersebut ada di bank. Lalu 

dibulan November tergugat mengatakan lagi kalau utang-utangnya 

mencapai +- Rp 800.000.000. Utang tersebut ada dikarenakan tergugat 

main trading tanpa sepengetahuan penggugat. 

 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dikarenakan harus 

mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 7.800.000,- dan mencicil 

ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada dibank,pinjaman 

online,saudara,serta keteman nya . 

 Sejak tergugat memberitahu mengenai utang tersebut, penggugat jadi 

sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus dirawat di rumah sakit 

karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta selalu terbayang akan 

utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali dirawat di rumah sakit sejak 

kejadian tersebut.  

 Pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua dan telah pisah 

rumah dengan tergugat sampai saat ini . 

 Antara penggugat dan tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat 

yaitu bukti  P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, hal mana 

disimpulkan sebagai berikut :  

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah kawin sah yang dilangsungkan 

secara agama Kristen Protestan pada tanggal 05 Februari 2022 bertempat di 

Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Baru Balikpapan, sesuai 

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 049/SPN/GPSI-BZB/I/2022  

tanggal 05 Februari 2022  ;  

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 

anak; 

- Bahwa benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak 

harmonis karena masalah antara lain:  

 Pada Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia mempunyai 

utang senilai +- Rp 130.000.000,-  dimana utang tersebut ada di bank. 

Lalu dibulan November tergugat mengatakan lagi kalau utang-utangnya 

mencapai +- Rp 800.000.000. Utang tersebut ada dikarenakan tergugat 

main trading tanpa sepengetahuan penggugat. 

 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dikarenakan 

harus mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 7.800.000,- dan 

mencicil ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada dibank,pinjaman 

online,saudara,serta keteman nya . 

 Sejak tergugat memberitahu mengenai utang tersebut, penggugat jadi 

sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus dirawat di rumah 

sakit karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta selalu 

terbayang akan utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali dirawat di 

rumah sakit sejak kejadian tersebut.  

 Pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua dan telah 

pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini . 

 Antara penggugat dan tergugat kerap kali terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan 

dipertimbangkan berdasarkan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 PP 

No.9 Tahun 1975, yaitu :  

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan pasal 39 ayat (2) 

huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975) . 

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah  atau karena 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ada  hal  yang  lain  di  luar   kemampuannya  ( penjelasan pasal 39 ayat (2) 

huruf  b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975). 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman 

yang  lebih   berat  setelah  perkawinan berlangsung  ( penjelasan pasal 39 

ayat (2) huruf  c UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975). 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain  ( penjelasan pasal 39 ayat (2) 

huruf  d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975). 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/istri ( penjelasan pasal 

39 ayat (2) huruf  e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975). 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 

(penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf  f  No. 1/1974). 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui 

tentang adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, dan sejak Agustus 2022 tergugat baru memberi tahu bahwa dia 

mempunyai utang senilai +- Rp 130.000.000,-  dimana utang tersebut ada di 

bank. Lalu dibulan November tergugat mengatakan lagi kalau utang-utangnya 

mencapai +- Rp 800.000.000. Utang tersebut ada dikarenakan tergugat main 

trading tanpa sepengetahuan penggugat; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada 

penggugat dikarenakan harus mencicil utang setiap bulan ke bank sebesar Rp 

7.800.000,- dan mencicil ke orang lain juga. Utang-utang tersebut ada dibank, 

pinjaman online, saudara, serta ketemannya ; 

Menimbang, bahwa sejak tergugat memberitahu mengenai utang 

tersebut, penggugat jadi sering mengalami sakit vertigo dan kerap kali harus 

dirawat di rumah sakit karena selalu merasa kepikiran, cemas, takut serta selalu 

terbayang akan utang-utang tersebut. Terhitung sudah 3 kali dirawat di rumah 

sakit sejak kejadian tersebut; 

Menimbang, bahwa pada Maret 2023 penggugat pulang ke rumah 

orang tua dan telah pisah rumah dengan tergugat sampai saat ini; 

Menimbang, bahwa pada hakekatnya suami isteri wajib saling cinta 

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang 

satu kepada yang lain (Pasal 32 Jo. 33 UU No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan) ; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan hukum 

dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 PP No.9 

Tahun 1975, terbukti ayat (1) dan (6), yaitu :  
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Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp 
 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan 

pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) 

PP.No.9/1975) . 

2. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf  f  No. 1/1974). 

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek tujuan perkawinan, maka 

perkawinan Pengguga dan Tergugat telah gagal membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah lama 

pecah/putus, sehingga adalah tepat apabila ikatan hukum berupa perkawinan 

dinyatakan putus/pecah karena perceraian ; 

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkara ini dengan 

perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan diperintahkan 

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada :  

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar 

putusan perceraian ini didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. 

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar 

putusan perceraian ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan 

perkawinan. 

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan 

menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut 

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil 

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak 

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir 

dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek ;  

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan 

verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum 

membayar biaya perkara ini; 

Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal-

pasal Rbg serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan dengan perkara ini. 

MENGADILI 

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir.  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.  

3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan 

Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 

05 Februari 2022 bertempat di Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit 
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Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp 
 

Zaitun Baru, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 

049/SPN/GPSI-BZB/I/2022  tanggal 05 Februari 2022 , sah putus karena 

perceraian dengan segala akibat hukumnya; 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan 

mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah 

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kab/Kota Balikpapan, selanjutnya agar dicatatkan dalam 

register yang dipergunakan untuk itu; 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 

 

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 15,Januari 2024 oleh 

kami, Rusdhiana Andayani, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, 

S.H.,M.H., dan Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota,, yang ditunjuk  berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan 

Negeri Balikpapan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 27 September 2023, 

putusan tersebut secara e-court pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 

diucapkan dalam persidangan  terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan 

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Munir Hamid, S.H.,M.H., Panitera 

Pengadilan Negeri Balikpapan dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. 

 

              Hakim Anggota,    Hakim Ketua, 

 

 

          Ari Siswanto, S.H.,M.H.                          Rusdhiana Andayani, S.H.,M.H. 

 

  Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. 

 

Panitera Pengganti, 

 

H.Munir Hamid, S.H.,M.H.  
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Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Bpp 
 

 

Perincian biaya  :            
1. Materai  ...................................  
2. Redaksi  ..................................  

: 
: 

Rp.10.000,00; 
Rp.10.000,00; 

3. Daftar  .....................................  : Rp.30.000,00; 
4. Biaya proses  ..........................  : Rp.75.000,00; 
5. PNBP panggilan  .....................  : Rp.20.000,00; 

   
   
Jumlah : Rp.177.000,00; 

 (  seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah ) 
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